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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang

Retribusi Daerah, maka Retribusi Jasa Pelayanan Pelabuhan Kapal termasuk

jenis Retribusi Jasa Usaha yang merupakan Kewenangan Kabupaten;

bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun
2002 tentang Jasa Pelayanan Pelabuhan Kapal tidak sesuai lagi dengan
perkembangan sekarang schingga perlu dicabut dan dibentuk Peraturan
Daerah yang baru:

bahwa berdusarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.
perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tentang
Retribusi Jasa Pelayanan Pelabuhan Kapal:

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209):

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 41. Tambahan Lembaran  Negara Republik Indonesia
Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 °
‘Tahun 2000 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ~ Nomor 4048);
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
156. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3282):

Undang-undang Republik Indonesia  Nomor 51 Tahun 1999 tentang
Pembentukan  Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali. dan Kabupaten
Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900).
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Menetapkan
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6.

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 32 tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 1235. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah |
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 39, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844):

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193):

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembentukan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593):

Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2008
{entang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggal

Kepulauan Tahun 2008 Nomor 17).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
dan
BUPATI BANGGAlI KEPULAUAN

MEMUTUSKAN:

. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

TENTANG RETRIBUSI JASA PELAYANAN PELABUHAN KAPAL.

BAB1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah (0l vang dimaksud :

1

Daerah adalah Daersh Kabupaten Banggai Kepulauan.




2

L

10.

11

Pemerintah Dacrah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai
unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.

Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputl perseroan lerbatus,
perseroan komanditer, perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau
Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma.
kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana
pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.

Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan. Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Banggai Kepulauan.

Perhubungan adalah  Perhubungan  Daral. Perhubungan Laut dan
Perhubungan Udara serta Pos dan Telekomunikasi.

Pelabuhan adalah tempat vang terdiri dari daratan dan perairan sekitarnya
dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kapal sandar. berlabuh. naik
turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan
fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta
sebagai tempat perpindahan intra dan antar roda serta transportasi.

Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang
Retribusi Daerah sesuai demgan Peraturan Perundang-undangan Daerah
vang berlaku.

Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas.
perseroan komanditer. perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau
Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma,
Kongsi, Koperasi. Yayasan atau Organisasi yang sejenis, lembaga dana
pensiun bentuk usaha tetap serta Bentuk Badan Usaha lainnya.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan
Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran

retribusi.

Masa Retribusi adalah waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi

Wajib Pajak Retribusi untuk memanfaatkan jasa perhubungan.

_Surat Pendafiaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disebut

SPdORD. adalah Surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi  untuk
melaporkan data obyek retribusi dan wajib retribusi  sebagai dasar
perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan

Perundang-undangan Retribusi Daerah.




14. Sural Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disebut SKRD.
adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang
terutang.

15. Pemeriksaan adalah Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan
dan mengelolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan
kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan  Peraturan
Perundang-undangan Retribusi Daerah.

16. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian
tindakan  vang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang
selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan
bukti vang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang

Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB 11
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi jasa Pelayanan Pelabuhan dipungut retribusi atas

pelayanan jasa usaha pelayanan pelabuhan.

Pasal 3
Objek Retribusi adalah pemberian izin usaha dibidang pelayanan  dan

penyediaan jasa kepelabuhanan yang dimiliki/dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin usaha

dibidang pelayaran dan pelayanan jasa kepelabuhanan.

‘ BAB 11
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB VI
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6
Tingkat penggunaan jasa pelayanan  pelabuhan kapal dihitung berdasarkan

Klasifikasi. ienis, volume dan wakiu penggunaan jasu.




BABYV

PRINSIP DAN SASARAN DALAM

PENETAPAN DAN BESARNYA TARIF
Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dun besarnya tarif retribusl

dimaksudkan untuk memperoleh

keuntungan -

yang

layak

sebagaimana

keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi

secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

(1) Struktur besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal digolongkan

berdasarkan jenis usaha pelabuhan kapal.

(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

ditetapkan sebagai berikut :

IJ

L)

DI PELABUHAN LAUT.

_ Pemberian lzin Usaha Pelayanan

Rakyat :

1.1.  Lintas Pelabuhan  dalam
Kabupaten /  kota  (antar

Kecamatan)

* |zin Usaha Pelayanan Rakyat;
Jenis Pelabuhan  dalam

Kecamatan.

* Jzin Usaha Pelayanan Rakyat:

Retribusi dan tarif OPP/OPT
Karcis Masuk Pelabuhan
Jasa  Kepelabuhanan/Kenavigasian
pada Pelabuhan Rakyat :

a. jasa Labuh

b. jasatambat pinggiran

C. jasars \navigas

Per Perusahaan

Per Perusahaan

Per T'on Per M3

Per Orang

GT
GT
GT

1.250.000,-

500.-
500.-

750.000).-

50.-
50.- |

50,- |

|

Jenis Penerimaan Satuan Tarif (Rp) Kcterangz;n_ ‘
1 2 3 4 5 ]
1.1 | A. RETRIBUSI JASA PELABUHAN

l
L |
'




r 5. Sewa Tanah dan Pinggiran Perairan : 7\

a. untuk bangunan-bangunan | Per M2 Per Tahun 2.000,- \
industri perusahaan. = |
b. Untuk penggunaan  perairan. | Per M2 Per Tahun 1.000.- |

untuk bangunan dan  kegiatan \
lainnya.
¢. Untuk kepentingan warung / toko | Per M2 Per Tahun 1.000.- ‘

dan sejenisnya.

B. PELABUHAN LAINNYA

I, Pemberian lzin reklamasi panatai s/d | Per M2/Per lokasi 1.500.-
2 Mil.
2. Pemberian izin EMKL
* Jzin Usaha EMKL Per Perusahaan 1.000.000.-
) 3 Pemberian lzin Pengerukan s/d Per lokasi 150.000.-
50.000 M3.

C. RETRIBUSI PARKIR KEN-
DARAAN DIWILAYAH KERJA
PELABUHAN

. . Tanda Parkir Harian : ‘

| Trailer. truk gandengan. Per kendaraan dan |

Pengemudi + '
Kenek 2.000.-

- Truk / Bus besar roda 6 (enam). Per kendaraan dan
Pengemudi 4 |

Kenek 1.500.- e lima

Muasih aktil

- Roda 4 (empat) Per kendaraan dan

Pengemudi +

Kenck 1.000.- |

- Roda 2 (dua) Per kendaraan | ‘

| |

. sndaraan tann: . Yor kendara: 200 - | . ‘

Kendaraan tanpa mesin Per kendaraan 500, | geluma

Masih aktil ‘

5 Tanpa Parkir Tetap : 300.- |
- Trailer. truk gandengan Per kendaraan dan

Pengemudi +




- Truk/bus besar roda 6 (enam)

- Roda 4 (empat)

- Roda 2 (dua)

- Kendaraan tanpa mesin

Kenek 30.000.- | Selama
Per kendaraan dan 300.000.- | Masih akufl
Pengemudi +
Kenek 25.000.- | Per Tahun /

Per kendaraan dan 230.000.- | Per M3

Pengemudi 4 ;
Kenek 15.000.-
Per kendaraan 150.000
Per kendaraan 4.000.- ‘
BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah — Daerah Kabupaten Bangga

Kepulauan.

BAB VIII

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 10

(1) Wajib Retribusi diwajibkan mengisi SPAORD.

(2) SPAORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1). harus diisi dengan jelas,

benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.

(3) Bentuk, isi. serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD serta tata
peng yamp

cara pengisian dan penyampaian SPAORD sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

PENET

. BAB IX
APAN RETRIBUSI
Pasal 11

(1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1)

ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain

vang dipersamakan.

(2) Bentuk isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang

dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan olch Bupati.




BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 12

(1) Pemungutan Rieribusi tidak dapat diborongkan.
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang

dipersamakan.

"BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 13
(1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
(2) Tata Cara pembayaran, penyetoran, tempal pembayaran Retribusi diatur

dengan Keputusan Bupati.

BAB XI1I
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI
Pasal 14

(1) Pengeluaran Surat Teguran/Surat Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagal
awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari
sejak jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam jangka waktu tujuh (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Surat
Peringatan/ Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi
vang Terutang.

(3) Surat Teguran/Surat Peringatan/ Surat lain yang sejenis sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII
TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN
Pasal 15

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan  hanya kepada
Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB.

(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan
secara tertulis kepada Bupali atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka
waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD.

(3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi
Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran  ketetapan
Retribusi tersebut.

(4) Keberatan harus dizjukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan.

sejak taneval SKRD. SKRDKBT dan SKRDL diterbitkan, kecuali apabila

=R




wajib retrbusi tertentu dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dan
dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

(5) Keberatan yang tidak memenuhi  persyaratan sebagaimana yang dimaksud
ayat (2) dan (3), tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak
dipertimbangkan.

(6) pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan

pelaksanaan penagihan retribusi.
- Pasal 16

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat
keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan,

(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima selurubnya  atau
bagian. menolak. atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat dan
Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang digjukan tersebu

dianggap dikabulkan.

BAB XIV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 17

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan
permohonan pengembalian kepada Bupati.

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya
permohonan kelebihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus
memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampui
dan Bupati tidak memberikan keputusan permohonan pengembalian
kelebihan retribusi dianggap dibatalkan dan SKRDLB harus diterbitkan
dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan
pembayaran retribusi  sebagaimana dimaksud ayat (1). langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pcmbflyaran retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1). dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak
diterbitkannya SKRDLB.

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah
lewat jaroka wakiu 2 (dua) bulan. Bupati memberikan imbalan  bunga
sebesar % (dua persen) atas keterlambatan  pembayaran kelebihan

retribus:




hr_______—_-ﬁﬁ

Pasal 18
(1) Permohonan pengembalian pembayaran retribusi diajukan secara tertulis

kepada dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :

nama dan alamat retribusi:

[+5]

: b, masa retribusi:

™

besarnya kelebihan pembayaran:
d. alasan yang singkat dan jelas.

(2) Permohonan pengembalian Kelebihan pembayaran retribusi disampaikan
secara langsung atau melalui pos tercatat.

(3) Bukti penerimaan oleh pengawas penguji atau bukti pengiriman pos tercatal

\ merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 19
(1) Pengembalian kelebihan retribusi  dilakukan dengan menerbitkan Surat
Membayar Kelebihan Retribusl,
(2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi  diperhitungkan dengan  utang
retribusi lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (4). pembayaran
dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindahan bukuan

juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XV
PENGURANGAN KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 20
(1) Bupati dapat memberikan  pengurangan. keringanan. dan pembebasan
Retribusi.
(2) Pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), diberikan dengan memperhatikan kemampuan  Wajib

Retribusi.
(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan

oleh Bupati.

BAB XVI
KADALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 21
(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsu setelah melampaui
jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat lerutangnya retribusi, kecuali

apabila v jib retribust melakukan tindak pidana dibidang retribusi.




(2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1). tertangguh

apabila.

a.

b.

Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau:

Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung
maupun tidak langsung.
BAB XVII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 22

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah

diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan

Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah scbagaimana dimaksud dalam

undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:

a.

¢

Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan  atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah:
Meneliti. mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai  orang
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
schubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah:

Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribust Daerah:

memeriksa  buku-buku. catatan-catatan  dan dokumen-dokumen  lain
berkenan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan.
serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut:

Meminta bantuan  tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah:

Menyuruh  berhenti melarang sescorang meninggalkan ruangan atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang dan atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud
pada hurul e:

Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribus
Daerah:

Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi:

Menghentikan penyidikan:

Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak
pidar: dibidany Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat di

pertanuungjawabkan,

<3 =




3) Penyidikan  sebagaimana  dimaksud ada  avat (1), memberitahukan
} g )

dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada
Penuntut Umum. sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA DAN SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 23

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana
dimaksud pada pasal 13 Ayat (1). sehingga merugikan keuangan Daerah
diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling
banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.

(2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1). pasal ini adalah pelanggaran.

(3) Denda  sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan penerimaan
Daerah dan disctor langsung ke Kas Daerah.

Pasal 24

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang
bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga schesar 2 % (dua persen)
setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar

dan tagihan dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 25
Segala perizinan di bidang perhubungan yang telah ada setelah ditetapkannya
Peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku ketentuan selambat-lambatnya
dalam jangka waktu 1 (satu) tahun wajib menyesuaikan  dengan peraturan

Daerah.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 10
Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal dinyatakan tidak

berlaku lagi.




Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar sectiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran

Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di salakan
pada tanggal 2 nopember 2009
BUPATI BAN

'Diundangkan di salakan
Ipada tanggal 3 nopember 2009

- “XBY AIR NOPHAN SALEH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2008 NOMOR 14



IL

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 14 TAHUN 2009
TENTANG

RETRIBUSI JASA PELAYANAN PELABUHAN KAPAL

PENJELASAN UMUM

Dalam rangka lebih memantaatkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan
bertanggungjawab, dimana pembayaran pemerintah  dan  pembungunan daerah yang
bersumber dari Pendapatan Asli Daerah khususnya penerimaan retribusi disamping it pula
dalam rangka pelaksanaan pembangunan dibidang jasa pelayanan oleh pemerintah daerah
untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum diarahkan agar tidak menghambat. bahkan
sebaliknya dapat menunjang usaha peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah. dengan
langkah ini diharapkan pemungutan Retribusi dapat dilaksanakan secara efektit dan efesien.

Sejalan dengan hal tersebut diatas, maka jasa pelabuhan Kapal dalam pelaksanaan
pembangunan daerah perlu diatur secara baik dan benar melalui pembinaan dan pengendalian

guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup Jelas
Pasal 2 Cukup Jelas
Pasal 3 Cukup Jelas
Pasal 4 Cukup Jelas
Pasal 5 Cukup Jelas
Pasal 6 Cukup Jelas
Pasal 7 Cukup Jelas

- Pasal 8 Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Huruf a angka 2 Butir
a. Cukup Jelas:
b. Cukup Jelas;
c.  Cukup Jelas:
d.  Kendaraan Gol. Il adalah Sepeda Motor:
e.  Kendaraan Gol 11l adalah Mobil Roda 4 (Pick Up. Kijang dan Lain-
iz
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£ Kendaraan Gol. IV adalah Mobil Roda 6 (Bus Sedang):
g, Kendaraan Gol. V adalah Mobil Roda 6 (Truk raksasa):

h. Kendaraan Gol. VI a adalah Kendaraan (alat berat roda karet)
misalnya Tronton, Greder. leder dan lain-lain:
i Kendaraan Gol. VI b adalah Kendaraan (alat berat roda besi) misalnya
Bulldoser, Liskavator, Bomag dan lain-lain:
Pasal 9 Cukup Jelas
Pasal 10 Cukup Jelas
Pasal 11 Avyat (1) Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan adalah kwitansi.
kupon dan karcis.
Avyat (2) Cukup Jelas
Pasal 12 Ayat (1) Cukup Jelas
Ayat (2) Cukup Jelas
Pasal 13 Ayat (1) Cukup Jelas
Ayat (2) Cukup Jelas
Pasal 14 Ayat (1) Cukup Jelas
Ayat (2) Cukup Jelas
Avat (3) Cukup Jelas
Pasal 15 Ayat (1) Cukup Jelas
Ayat (2) Cukup Jelas
Ayat (3) Cukup Jelas
Avyat (4) Cukup Jelas
Ayat (5) Cukup Jelas
Ayat (6) Cukup Jelas
Pasal 16 Ayat (1) Cukup Jelas
Ayat (2) Cukup Jelas
Ayat (3) Cukup Jelas
Pasal 17 Ayat (1) Cukup Jelas
Avat (2) Cukup Jelas
Avyat (3) Cukup Jelas
Ayat (4) Cukup Jelas
Avyat (5) Cukup lelas
Ayat (6) Cukup Jelas
Pasal 18 Avat (1) Cukup Jelas
Ayat (2) Cukup Jelas
Ayat (3) Cukup Jelas
Pasal 19 Ayat (1) Cukup 1
Avat (2) Cukup Jelas




Pasal 20 Ayat (1) Cukup Jelas
Avat (2) Cukup Jelas
Avyat (3) Cukup Jelas
Pasal 21 Ayat (1) Cukup Jelas
Ayat (2) Cukup Jelas
Pasal 22 Ayat (1) Cukup Jelas
Ayat (2) Cukup Jelas
Ayat (3) Cukup Jelas
Pasal 23 Ayat (1) Cukup Jelas
Avyat (2) Cukup Jelas
Ayat (3) Cukup Jelas
Pasal 24 Cukup Jelas

Pasal 25 Cukup Jelas

Pasal 26 Cukup Jelas
Pasal 27 Cukup Jelas




